
 
ANGGARAN DASAR (AD) 
 

ASOSIASI PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI 
(SPAMS) PERDESAAN 

 
 
 

PEMBUKAAN 
 
 

Program Pamsimas telah membangun prasarana dan sarana air minum dan sanitasi di 
desa/ kelurahan yang dikelola oleh masyarakat. Dalam hal pengelolaan tersebut masyarakat 
membentuk suatu badan pengelola yang disebut Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air 
Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS). Pada Workshop Keberlanjutan yang diadakan di tingkat 
kabupaten/kota, para pengurus BP-SPAMS menyepakati untuk membentuk suatu forum 
kebersamaan diantara BPSPAMS dan Kelompok Pengelola Sarana Air Minum lainnya yang 
dinamakan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Kabpaten/kota. Asosiasi ini menjadi wadah 
bagi BP-SPAMS untuk bertukar informasi, pengalaman/pembelajaran, serta memperjuangkan 
kebutuhan akan pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan. 
 

Pada pertemuan Rapat Koordinasi Nasional Program Pamsimas Desember 2012 yang 
dihadiri oleh pelaku Pamsimas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyepakati 
terbentuknya Forum Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan di tingkat Pusat dan Provinsi. Hal 
ini dilatabelakangi oleh pemikiran bahwa: 1) Belum ada lembaga yang secara khusus sebagai 
mitra Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam memberikan pembinaan kapasitas pengelolaan 
SPAMS BM, 2)Belum ada wadah yang mampu mewakili aspirasi badan pengelola SPAMS 
perdesaan dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan pengelolaan SPAMS 
BM yang berkelanjutan, 3) Belum ada lembaga independen yang kredibel yang dapat diakses 
oleh para calon mitra pengembangan SPAMS BM. 



 
BAB I 

NAMA DAN LAMBANG, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU 
 
 

Pasal 1 
Nama dan Lambang Organisasi 

 
a. Organisasi ini bernama Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Tirta Nusantara Lestari, 

untuk selanjutnya dalam AD ini disebut Asosiasi.  
b. Logo 

Catatan Logo Akan dibuat oleh Pengurus 
 
 

Pasal 2 
Tempat Kedudukan 

 
1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik 

Indonesia. 
2. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi Asosiasi berkedudukan di Ibu kota Provinsi. 
3. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kab/kota Asosiasi berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/ 

Kota. 
 

Pasal 3 
Waktu Pembentukan 

 
Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Tingkat Nasional di bentuk pada tanggal 28 Mei 2013 
di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 

 
 
 
 

BAB II 
KEDAULATAN 

 
Pasal 4 

Kedaulatan 
 

Kedaulatan organisasi ada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam 
Musyawarah Nasional (MUNAS) 
 
 

BAB III 
AZAS DAN LANDASAN 

 
Pasal 5 
Azas 

 
Asosiasi berazaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

 



Pasal 6 
Landasan 

 
Asosiasi berlandaskan kepada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan Keputusan-
keputusan Musyawarah anggota sebagai landasan operasional. 

 
 

BAB IV 
PERAN DAN FUNGSI 

 
Pasal 7 
Peran 

 
Asosiasi mempunyai peran sebagai berikut: 

1) Fasilitasi pertukaran/penyebarluasan informasi dan pembelajaran bagi pengembangan 
SPAMS Berbasis Masyarakat. 

2) Fasilitasi penyediaan bantuan teknis peningkatan kinerja pengelolaan SPAMS BM 
3) Memfasilitasi peningkatan kinerja badan pengelola SPAMS BM 
4) Fasilitasi kemitraan dan promosi pengelola SPAMS BM dengan para mitra potensial. 
5) Mitra Pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan SPAMS 

BM. 
6) Memediasi Pengelola SPAMS Perdesaan untuk penguatan pemberdayaan 
 

Pasal 8 
Fungsi 
 

Asosiasi berfungsi : 
1) Penyedia informasi terkini status kinerja pengelolaan SPAMS BM 
2) Perumusan standar pelayanan dan pengelolaan SPAMS BM 
3) Penyedia konsultasi bagi masalah pengelolaan SPAMS BM 
4) Pengembangan kemitraan/kerjasama 
5) Saluran aspirasi pengelola SPAMS BM 

  
 

BAB V 
BENTUK DAN SIFAT 

 
Pasal 9 
Bentuk 

 
Asosiasi adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari Pusat, Provinsi, 
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 

 
Pasal 10 

Sifat 
 

Asosiasi bersifat terbuka dan independen.dari bersifat politik 
 

 
 



BAB VI 
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN 

 
Pasal 11 

Keanggotaan 
 

Keanggotaan Asosiasi tediri dari : 
1. Anggota biasa 
2. Anggota Luar Biasa 
 

Pasal 12 
 

1. Anggota Biasa adalah Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan di tingkat kab/kota maupun 
provinsi. 

2. Anggota Luar Biasa adalah Badan/Lembaga Pengelola,SPAMS perorangan, perguruan 
tinggi, lembaga lainnya yang memiliki perhatian, keahlian dan kemauan dalam 
pengembangan SPAMS Perdesaan. Pengaturan tentang Anggota Luar Biasa diatur lebih 
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 
Pasal 13 

Hak Anggota 
 

1. Hak Anggota Biasa adalah : 
a. Memilih dan dipilih. 
b. Mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan. 
c. Mengikuti kegiatan Asosiasi dan untuk memperoleh fasilitas organisasi. 

 
2. Hak Anggota Luar Biasa : 

a. Mengemukakan pendapat dan mengajukan usul -usul. 
b. Mengikuti kegiatan organisasi. 
c. Tidak berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pengurus 

 
Pasal 14 

Kewajiban Anggota 
 

1. Kewajiban Anggota Biasa adalah : 
a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi. 
b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Asosiasi Pengelola 

SPAMS Perdesaan. 
 

2. Kewajiban Anggota Luar Biasa : 
a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi. 
b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Asosiasi 
c. Memberikan bantuan yang tidak mengikat. 

 
 
 
 
 
 



BAB VIII 
ORGANISASI 

 
Pasal 15 

 
Asosiasi ini secara hirarkis terdiri dari: 

1. Tingkat Pusat/Nasional disebut Dewan Pengurus Pusat 
2. Tingkat Provinsi disebut Dewan Pengurus Wilayah Provinsi. 
3. Tingkat Kab/Kota disebut Dewan Pengurus Daerah Kab/Kota. 

 
Pasal 16 

DPP Asosiasi Pengelola SPAMS Tingkat Nasional 
 

1. DPP Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan merupakan pelaksana organisasi yang bersifat 
kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar dalam melaksanakan tugasnya yang 
bertanggung jawab pada Musyawarah Nasional. 

 
2. DPP Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan berwenang untuk menentukan kebijakan 

organisasi dan berkewajiban melaksanakan dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga serta segala keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Anggota Luar 
Biasa, Musyawarah Kerja Nasional serta Rapat Pengurus Nasional. 

 
3. Dewan  Pengurus  Pusat  berwenang  mengukuhkan  dan  mengesahkan  susunan  dan 

personalia DPD Forum Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan hasil Musyawarah 
Daerah/Provinsi. 

 
Pasal 17 

DPW Tingkat Provinsi 
 

1. DPW Forum Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Provinsi merupakan pelaksana 
organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar dalam 
melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah Daerah Provinsi. 

 
2. DPW Forum Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Provinsi berwenang untuk 

menentukan kebijakan organisasi di Daerah Provinsi dan kebijakan organisasi Tingkat 
Pusat serta Musyawarah – Musyawarah Daerah yang bersangkutan. 

3. DPW Forum Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Provinsi berkewajiban untuk 
memberikan laporan pertanggungjawaban kerja organisasi kepada DPP Forum Asosiasi 
Pengelola SPAMS Perdesaan. 

 
4. DPW Forum Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Provinsi dapat mengukuhkan dan 

mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan 
Kabupaten/Kota, hasil Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota. 

 
Pasal 18 

Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-Rapat 
 

1. Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Provinsi dan 
Musyawarah Daerah (MUSDA) Kabupaten/Kota Asosiasi dilaksanakan satu kali dalam 5 
tahun. 



2. Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS), Musyawarah Kerja Wilayah (MUKERWIL)  
Provinsi dan Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) Kabupaten/Kota dilaksanakan satu 
kali dalam setahun.  
 

3. Rapat-Rapat DPP, DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota diadakan sewaktu-waktu 
sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

 
 

BAB IX 
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 
Pasal 19 
Kuorum 

 
1. Musyawarah dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 2/3 jumlah anggota. 
 

2. Rapat-rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 50 % + 1 dari jumlah anggota. 

 
3. Apabila kuorum tidak tercapai maka musyawarah dapat ditunda : 

a. Untuk musyawarah selama-lamanya 1 (satu) jam. 
b. Untuk rapat-rapat selama-lamanya 30 menit. 
 

4. Apabila sesudah penundaan musyawarah dan rapat-rapat belum tercapai maka 
musyawarah dan rapat-rapat tetap dilangsungkan dan seluruh keputusan yang diambil 
adalah sah dan mengikat organisasi maupun anggota. 

 
5. Khusus yang menyangkut keputusan musyawarah tentang pemilihan Pengurus, 

penyempurnaan atau penambahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
serta perubahan Organisasi dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri 
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta. 

 
Pasal 20 

Pengambilan Keputusan 
 

1. Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan rapat-rapat didasarkan atas 
musyawarah untuk mufakat. 

 
2. Apabila ayat 1 (satu) pasal 20 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara 

terbanyak dari jumlah peserta yang hadir. 
 

3. Keputusan untuk pemilihan Pengurus diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta 
yang hadir yang memiliki hak suara pada Musyawarah Nasional (MUNAS). 

 
4. Keputusan untuk perubahan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga berdasarkan persetujuan Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya dua pertiga 
kuorum pada Musyawarah Nasional. 

 



5. Untuk pembubaran organisasi, keputusan yang diambil berdasarkan persetujuan mutlak 
kuorum pada Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu. 

 
 
 

BAB X 
LEMBAGA YANG DIBINA 

 
Pasal 21 

 
Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan memberikan pembinaan secara berjenjang kepada 
Asosiasi di tingkat bawahannya dan kepada BPSPAMS serta dapat juga membentuk badan 
usaha lain sesuai dengan kebutuhan. 

 
 

BAB XI 
DEWAN PEMBINA 

 
Pasal 22 

 
1. Dewan Pembina Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan merupakan badan/lembaga 

(pemerintah) yang membina Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan diminta atau tidak 
diminta. 

 
2. Dewan Pembina Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan dalam rangka pembinaan 

memberikan pertimbangan dan atau saran kepada Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan 
diminta atau tidak diminta. 

 
3. Dewan Pembina Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan ditetapkan pada tingkatannya 

masing-masing. 
 

4. Jumlah anggota Dewan Pembina Asosiasi Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan 
disesuaikan dengan kebutuhan, minimal terdiri dari: 
a. Seorang Ketua merangkap anggota 
b. Beberapa anggota 
 

 
BAB XII 

DEWAN PENGURUS ASOSIASI 
 

Pasal 23 
Dewan Pengurus Pusat (DPP) 

 
1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan terdiri : 

a. Seorang Ketua Umum 
b. Beberapa orang Ketua 
c. Seorang Sekretaris Umum 
d. Beberapa orang Sekretaris. 
e. Seorang Bendahara Umum. 
f. Beberapa orang Bendahara. 



 
2. Susunan kepengurusan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan beberapa 

bidang sesuai dengan kebutuhan. 
 

3. Pemilihan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Tingkat Nasional 
dilaksanakan dalam MUNAS. Ketua Umum membentuk Formatur untuk memilih 
pengurus DPP. 

 
4. Kepengurusan DPP Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Tingkat Nasional diatur dalam 

Anggaran Rumah Tangga (ART). 
 
 

BAB XIII 
KEUANGAN 

 
Pasal 24 

Sumber Dana 
 

Keuangan Asosiasi bersumber dari : 
1. Iuran Anggota. 
2. APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota 
3. Bantuan yang tidak mengikat. 

Usaha-usaha yang sah. 
 

Pasal 25 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

 
1. Pengurus disetiap tingkat organisasi bertanggung jawab atas dana serta pengelolaan harta 

kekayaan organisasi pada tingkat masing-masing. 
 

2. Bendahara Umum/Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan 
laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus sesuai tingkatannya; 

 
 

BAB XIV 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

 
Pasal 26 

 
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dillakukan melalui Musyawarah Nasional 

dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk maksud itu; 
 

2. Untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar, Musyawarah Nasional dan atau 
Musyawarah Nasional Luar Biasa harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
pertiga) dari jumlah utusan yang hadir; 

 
 
 
 
 



BAB XV 
PEMBUBARAN ORGANISASI 

 
Pasal 27 

 
1. Pembubaran Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan hanya dapat dilakukan melalui 

Musyawarah Luar Biasa yang diadakan khusus untuk maksud itu; 
 
2. Untuk melakukan pembubaran Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Tingkat Nasional, 

Musyawarah Luar Biasa harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari 
jumlah utusan yang hadir; 

 
 

 
BAB XVI 

ATURAN PERALIHAN 
 

Pasal 28 
 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah 
Tangga; 

 
2. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan 

Anggaran Dasar ini. 
 

3. Bagi Asosiasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah memiliki AD/ART sebelum 
AD/ART ini ditetapkan agar dilakukan penyesuaian dengan AD ini. 

 
 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 29 

 
Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Pertama Asosiasi 
Pengelola SPAMS Perdesaan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2013 

 
 

    Ditetapkan     :  di Semarang 
   Pada Tanggal : 24 Mei 2018 

 
             Pimpinan Sidang 
 

     Ttd 
 



  
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) 

 
 

ASOSIASI PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI 
(SPAMS) PERDESAAN TINGKAT NASIONAL 

 
 
 

BAB I 
LANDASAN 

 
Pasal 1 

Landasan 
 

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar BAB XVI pasal 28. 
 
 

BAB II 
STATUS DAN SYARAT KEANGGOTAAN 

 
Pasal 2 

Status Keanggotaan 
 

1. Anggota Biasa adalah orang per-orang yang mendaftar menjadi anggota organisasi sebagai 
wakil dari Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Kab/Kota dan provinsi. 

2. Anggota Luar Biasa adalah orang per-orang atau lembaga yang peduli dan mempunyai 
keahlian / kemampuan tertentu ikut berpartisipasi dalam pengembangan pembangunan air 
minum dan sanitasi perdesaan yang mendaftar menjadi anggota organisasi. 

 
Pasal 3 

Syarat-syarat Keanggotaan 
 

1. Persyaratan menjadi anggota biasa : 
a. Warga negara Indonesia minimal berusia 25 tahun atau telah menikah. 
b.  Merupakan pengurus BP-SPAMS atau DPD Asosiasi (atau badan sejenis dengan 

sebutan lainnya) 
c. Merupakan anggota BP-SPAMS atau DPD Asosiasi (atau badan sejenis dengan 

sebutan lainnya) 
d. Sehat jasmani-rohani dan tidak kehilangan hak pilih. 

2. Persyaratan menjadi anggota luar biasa : 
a. Badan/Lembaga sejenis, Tokoh Masyarakat,, Pengusaha dan LSM, Akademisi atau 

yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan sarana dan prasarna air minum dan 
sanitasi berbasis masyarakat. 

3. Mengajukan permohonan untuk menjadi anggta ASOSIASI. 



BAB III 
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGURUS 

 
Pasal 4 

Pemberhentian Anggota 
 

Keanggotaan Asosiasi berhenti sebagai anggota karena : 
1) Meninggal dunia 
2) Permohonan sendiri 
3) Melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi dan diputuskan melalui pleno Pimpinan 

   harian. 
 

Pasal 5 
Pemberhentian Pengurus 

 
Pengurus diberhentikan apabila : 

1) Meninggal dunia 
2)  Permohonan sendiri 
3) Tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk masa waktu enam bulan secara berturut-turut 
4) Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

organisasi 
5) Menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan kepercayaan yang diberikan oleh 

organisasi. 
6) Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi. 
7) Diberhentikan oleh Dewan Pimpinan setingkat lebih tinggi setelah diputuskan dalam 

rapat pleno Pimpinan. 
 
 

BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

 
Pasal 6 

Hak dan Kewajiban Anggota 
 

1. Setiap anggota biasa mempunyai hak-hak sebagai berikut : 
a. Hak bicara dan hak suara. 
b. Hak memilih dan dipilih. 
c. Hak mengajukan usul dan atau saran, baik secara lisan maupun tulisan. 
d. Mengikuti kegiatan, memperoleh pelayanan serta fasilitas organisasi sesuai dengan 

ketentuan organisasi. 
e. Hak melakukan pembelaan diri. 

 
2. Kewajiban Anggota Biasa : 

a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain 
yang ditetapkan. 

b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Asosiasi. 
c. Memberikan iuran anggota.



3. Setiap anggota luar biasa Asosiasi mempunyai hak-hak sebagai berikut : 
a. Hak bicara. 
b. Hak mengajukan usul dan atau saran baik secara lisan maupun tulisan. 
c. Mengikuti kegiatan, memperoleh pelayanan dan fasilitas organisasi sesuai dengan 

ketentuan organisasi. 
d. Hak melakukan pembelaan diri. 

 
4. Kewajiban anggota luar biasa : 

a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain 
yang ditetapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 

b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat. 

c. Memberikan bantuan yang tidak mengikat. 
 
 

BAB V 
SANKSI ANGGOTA 

 
Pasal 7 

 
1. Setiap anggota Asosiasi yang melakukan tindakan yang dapat merugikan atau 

mencemarkan nama baik serta melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
dikenakan sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan berupa: 

a. Teguran lisan dan peringatan tertulis 
b. Penghentian pelayanan organisasi 
c. Pemberhentian sebagai Pimpinan. 
d. Pemberhentian dari anggota 
e. Apabila terlibat tindak pindana akan diberhentikan setelah mendapat putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
 
2. Keputusan untuk menentukan sanksi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 

ini, berdasarkan atas keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Asosiasi yang bersangkutan 
sesuai tingkatannya. 
 

Pasal 8 
 

Tata cara penggunakan hak membela diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. 
 
 

BAB VI 
KELENGKAPAN PIMPINAN 

 
Pasal 9 

 
1. Sesuai dengan pasal 23 Bab XII Anggaran Dasar, DPP ASOSIASI dilengkapi dengan: 

a. Bidang Organisasi dan Manajemen 
b. Bidang SDM 
c. Bidang Keuangan 
d. Bidang Kemitraan 

 



e. Bidang Advokasi Hukum 
f. Koordinator Wilayah 
g. Bidang PDTA 

 
2. Kelengkapan Pimpinan di tingkat Provinsi disesuaikan dengan susunan Pimpinan DPD 

dan kebutuhan kondisi daerah. 
 

3. DPP dan seluruh tingkatan Pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas harian 
dapat dibantu oleh kepala sekretariat dan karyawan yang secara penuh mengerjakan 
tugas-tugas kesekretariatan. 

 
 

BAB VII 
TUGAS WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT 

 
Pasal 10 

Musyawarah Nasional (MUNAS) 
 

1. Musyawarah Nasional disingkat Munas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi 
organisasi. 

 
2. Tugas dan wewenang Munas adalah : 

a. Memilih dan menetapkan kepengurusan DPP. 
b. Membahas dan menetapkan program asosiasi. 
c. Menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi. 
d. Menetapkan keputusan-keputusan permasalahan organisasi serta masalah-masalah 

penting lainnya. 
e. Memberi penilaian dan keputusan terhadap tanggung jawab DPP. 
f. Menetapkan dan mengesahkan penyempurnaan perubahan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga. 
 

3.  Peserta Munas terdiri dari : 
 Unsur DPP 

a. DPW Provinsi 2 (dua) orang, DPD Asosiasi Kabupaten / Kota masing-masing 1 
(satu) orang dengan membawa mandat dari DPD masing-masing dan mempunyai hak 
suara, hak bicara, dan hak memilih serta hak dipilih. 

b. DPP mempunyai hak bicara dan hak pilih. 
c. DPP demisioner hanya memiliki 1 (satu) hak suara. 
 

4. Peninjau terdiri dari : 
Dewan Pembina; 

a. Utusan dari DPW Provinsi di luar ketentuan seperti tersebut pada ayat (4) butir (b) 
pasal ini. 

b. Anggota luar biasa. 
c. Pejabat pemerintah. 
d. Tokoh masyarakat. 
e. Lembaga – lembaga yang dibentuk DPP dengan membawa mandat dari lembaga 

masing-masing. 
f. DPP berhak menentukan jumlah peninjau. 



5. Munas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPP. 
 

Pasal 11 
Musyawarah Nasional Luar Biasa 

 
1. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau disingkat Munaslub diadakan untuk menampung 

dan menyelesaikan masalah-masalah yang khusus dan mendesak. 
2. Munaslub dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari 

jumlah DPW Provinsi yang ada. 
3. Tata cara Munaslub sama dengan Tata cara Munas dan dilaksanakan oleh / menjadi 

tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat. 
4. Kedudukan dan keputusan-keputusan Munaslub sama dengan Keputusan Munas. 
5. Hak-hak peserta Munaslub sama dengan peserta Munas. 
6. Didalam Munaslub tidak ada peninjau. 
 

Pasal 12 
Musyawarah Kerja Nasional 

 
1. Musyawarah kerja nasional disingkat Mukernas adalah forum tertinggi tingkat pusat di 

bawah Munas. 
 

2. Tugas dan wewenang Mukernas adalah : 
a. Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan program kerja organisasi dan melaksanakan 

kebijakan selanjutnya. 
b. Menginventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya 

serta menetapkan keputusan dan kebijaksanaan penyelesaiannya. 
c. Memberikan alternatif pemecahan kepada DPP atas masalah-masalah yang tidak bisa 

dipecahkan sendiri serta hasilnya dipertanggung jawabkan pada Munas. 
 

3. Peserta Mukernas adalah : 
a. Unsur pimpinan DPD provinsi dan unsur pimpinan Asosiasi Pengelola SPAMS 

Perdesaan Kabupaten/Kota yang jumlahnya di tentukan oleh DPP. 
b. Dewan Pembina. 
c. Utusan Lembaga yang dibentuk DPP yang jumlahnya ditentukan oleh DPP. 

 
4. Mukernas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPP. 

 
Pasal 13 

Rapat Dewan Pimpinan Pusat 
 

Tugas dan wewenang rapat DPP adalah : 
1. Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan-keputusan Munas, Munaslub 

serta Mukernas. 
2. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan operasional dan kebijakan 

organisasi. 
3. Menyusun dan memutuskan rencana kerja berdasarkan kebijakan program umum. 
4. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan program dan rencana kerja. 



Pasal 14 
Musyawarah Daerah Provinsi 

 
1. Musyawarah Daerah Wilayah Provinsi disingkat MUSDA /MUSWIL Provinsi merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi. 
 

2. Tugas dan wewenang MUSDA Provinsi adalah : 
a. Menetapkan program kerja organisasi tingkat provinsi. 
b. Memutuskan/menetapkan keputusan terhadap masalah organisasi dan masalah      

penting lainnya. 
c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban DPW Provinsi. 
d. Memilih dan menetapkan DPD Provinsi. 

 
3. Peserta MUSDA/MUSWIL Provinsi 

a. Utusan dari Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Kabupaten/Kota yang ada di 
seluruh Provinsi tersebut dan membawa mandat dari DPD Kabupaten / Kota yang 
bersangkutan serta mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. 

b. Jumlah peserta dari tiap-tiap Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Kabupaten / Kota 
ditentukan oleh DPD provinsi. 

c. DPW Provinsi mempunyai hak bicara dan hak pilih. 
d. DPD Demisioner memiliki 1 (satu) hak suara. 

  
4.  Peninjau Musda Provinsi terdiri dari : 

a. Dewan fasilitator dan dewan pakar. 
b. Utusan Pengurus Asosiasi tingkat Kabupaten/Kota diluar peserta sebagaimana tertera 

pada butir a ayat (4) pasal ini dengan membawa mandat dari masing-masing Asosiasi. 
c. Utusan Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Asosiasi tingkat Kabupaten / Kota 

yang ketentuannya diatur oleh Kabupaten / Kota masing-masing. 
d. Pejabat Pemerintah di Kabupaten / Kota. 
e. Tokoh Masyarakat sesuai dengan kebijakan DPD Kabupaten / Kota. 
f. Dari butir a Sampai e, peninjau hanya mempunyai hak bicara. 
 

5. Musda/Muswil  Provinsi dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPW  Provinsi. 
 
 

Pasal 15 
 

Musyawarah Kerja DPD Provinsi. 
 

1. Musyawarah Kerja Daerah Provinsi disingkat Mukerda Provinsi adalah forum tertinggi 
Daerah Provinsi di bawah Musda/Muswil  Provinsi 

2. Tugas dan wewenang Mukerda/Mukerwil  Provinsi  
a. Mengevaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan program kerja serta menetapkan 

kebijakan selanjutnya. 
b. Membahas permasalahan yang dihadapi DPD dan memutuskan penyelesaiannya. 

 
3. Peserta dan hak-hak peserta sama dengan Peserta Musda/Muswil  Provinsi. 

 
4. Peninjau Mukerda Provinsi terdiri dari : 

a. Dewan fasilitator dan dewan pakar DPD Provinsi. 



b. Utusan DPD di luar peserta sebagai mana diatur pada pasal 23 ayat (4) adalah 
dengan membawa mandat dari DPD masing-masing dan jumlah peninjau 
ditentukan oleh DPD Provinsi. 

 
5. Mukerda/Mukerwil  Provinsi merupakan tanggung jawab dan dilaksanakan oleh DPW 

Provinsi. 
 

Pasal 16 
Rapat-Rapat DPD Provinsi 

 
Tugas dan Wewenang Rapat DPW Provinsi adalah : 

1. Menetapkan Kebijakan organisasi berdasarkan keputusan Musda Provinsi dan Mukerda 
Provinsi. 

2. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan operasional dan kebijakan 
organisasi. 

3. Menyusun dan memutuskan rencana kerja berdasarkan kebijakan program umum. 
4. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan program dan rencana kerja. 

 
 

BAB VIII 
MASA JABATAN, PEMILIHAN DEWAN PIMPINAN DAN PERGANTIAN ANTAR 

WAKTU 
 

Pasal 17 
Masa Jabatan Dewan Pimpinan 

 
1. Masa jabatan Pimpinan DPP, DPW Provinsi Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan 

adalah 5 (lima) tahun. 
2. Ketua Umum DPP, Ketua DPW Provinsi Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan dapat 

dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 
3. Pimpinan DPP khususnya Ketua Umum, Bendahara Umum, Sekretaris Umum dan ketua, 

sekretaris, bendahara di setiap tingkatan Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan dalam 
kepemimpinan Asosiasi/Organisasi sejenis lainnya. 

 
Pasal 18 

Pemilihan Dewan Pimpinan 
 

1. Pemilihan Ketua Umum DPP dilakukan melalui pemilihan langsung dalam acara 
musyawarah nasional. 

2. Pemilihan Ketua DPW Provinsi dilakukan melalui pemilihan langsung dalam acara 
musyawarah daerah. 

3. Pembentukan Pimpinan DPP, DPD Provinsi oleh formatur. 
4. Formatur terdiri dari Ketua terpilih dan dibantu oleh anggota formatur dari peserta 

musyawarah. 
5. Formatur membentuk kelengkapan dewan Pimpinan dalam waktu paling lama 1 (satu ) 

bulan.



Pasal 19 
Kriteria Pengurus 

 
1. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 
2. Usia minimal 25 tahun 
3. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat 
4. Memiliki integritas, kapabilitas, dan acceptabilitas 

 
Pasal 20 

Pergantian Antar Waktu 
 

1. Untuk pergantian antar waktu Dewan Pimpinan di seiap jenjang ke Pimpinanan: 
a. Apabila terjadi kekosongan dalam keanggotaan dewan pimpinan karena sesuatu sebab, 

maka pengisian kekosongan tersebut dilakukan oleh dewan pimpinan harian untuk 
masa jabatan yang tersisa sesuai dengan hasil keputusan rapat dewan pimpinan yang 
bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 

b. Apabila Pimpinan tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi selama enam bulan maka 
diadakan pergantian yang diputuskan oleh Pimpinan harian dewan pimpinan yang 
bersangkutan. 

c. Keputusan yang dilakukan dewan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 
a dan b di atas, harus dilaporkan kepada dewan pimpinan setingkat organisasi lebih 
tinggi untuk diminta pengesahannya dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah. 

 
2. Penggantian dewan pembina: 

a. Apabila terjadi kekosongan pada anggota Dewan Pembina maka kekosongan tersebut 
dapat diisi melalui rapat dewan pimpinan. 

b. Penetapan keputusan dewan pimpinan di masing-masing tingkatan sebagaimana 
dimaksud ayat (2) butir a di atas dipertanggungjawabkan dalam musyawarah masing-
masing tingkatan organisasi. 

 
 

BAB IX 
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 

 
Pasal 21 

Perubahan Anggaran Rumah Tangga 
 

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan 
Musyawarah Nasional. 

 
 

BAB X 
PENUTUP 

 
Pasal 22 

 
Hal–hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, lebih lanjut ditetapkan 
dalam peraturan tersendiri oleh DPP yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga serta dipertanggunjawabkan pada Munas. 

 



    Ditetapkan     :  di Semarang 
   Pada Tanggal : 24 Mei 2018 

 
            Pimpinan Sidang 
 

       Ttd 


